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ABSTRAK  
 

 Konsep pasar bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang 
kemudian terus dikembangkan oleh David Ricardo dan Frederic Bastiat. Sebagai 
sebuah sistem ekonomi, pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran 
pemerintah dalam satuan ekonomi, sebab dipercaya ekonomi pasar dengan 
sendirinya mampu mengatur mekanismenya sendiri (invisible hand). 
 Pasar bebas yang mengidealkan pasar berlangsung secara suka rela, bebas 
dari paksaan dan pencurian; ternyata pada akhirnya akan menimbukan segudang 
ketimpangan (inequality). Idealisme yang dirasa sangat mulia itu ternyata sebatas 
utopia belaka, pasar bebas pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, 
karena bukan kesejahteraan yang terjadi melainkan ketidakadilan yang akan 
timbul di sana sini. 
 Di Indonesia, “ruh” pasar bebas yang tertuang dalam penerapan ACFTA. 
Apakah Indonesia siap masuk dalam arus ACFTA? Ini yang menjadi concernt 
penyusunan skripsi ini. Sebab, Indonesia sejatinya belum siap untuk masuk dalam 
arus pasar bebas (ACFTA). Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup 
berkelit dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang 
intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. 

Dari penelusuran data yang penyusun lakukan dengan menggunakan 
pendekatan library research, di mana bahan-bahan penelitiannya adalah data 
materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 
yang berkenaan dengan bagaimana sorotan ekonomi Islam menyangkut penerapan 
ACFTA di Indonesia, ditemukan ditemukan adanya ketidakadilan dalam ACFTA 
ini. Hal itu terindikasi dari dampak yang akan ditimbulkan di mana yang kuat saja 
yang bebas menentukan apa saja, bebas membeli apa saja dan bebas menjual apa 
saja, sementara yang tidak kuat tidak pernah bebas untuk menjual dan tidak 
pernah bebas untuk membeli. Padahal dalam ekonomi Islam falah (maslahah), 
kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dapat terwujud apabila terpenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.  

Berangkat dari pemahaman ini, maka menganalisis sistem ekonomi pasar 
bebas yang mulai berjalan di Indonesia (ACFTA) dengan kaca mata ekonomi 
Islam begitu sangat diperlukan mengingat masalah ekonomi terkait erat dengan 
pemenuhan hajat hidup seluruh ummat manusia. Oleh karena itu, dari analisis 
dampak penerapan sistem pasar bebas didapatkan satu simpulan, bahwa 
pelaksanaan pasar bebas yang saat ini digelar di Indonesia (ACFTA) tidaklah 
relevan dengan semangat ekonomi dalam Islam itu sendiri yakni keadilan.  
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MOTTO 
 
 
 
 

“Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya bahagia  
apabila kita tidak pernah merasakan bagaimana rasanya sengsara” 

 
 
 
 
 

“Segala sesuatu tidak berangkat dari ruang yang kosong.  
Ketugahan, kerja keras, dan do’a adalah kuncinya”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vii

PERSEMBAHAN 
 
 
 

1. Kupersembahkan skripsi ini kepada Bapak (Abdul Rakhim) dan ibu 

(Hamidah) tercinta, yang berkat semua jerih payah dan do’a-do’anya mampu 

menyekolahkanku kejenjang yang lebih tinggi. Tiada sanggup aku membalas 

kasih sayang yang telah mereka berikan selama ini. Aku hanya bisa katakan 

terima kasih, semoga Allah SWT memberi keberkahan dan keselamatan di 

dunia maupun akhirat. 

2. Kepada seluruh keluarga besarku, terima kasih selama ini turut mendo’akan 

dan memberi motivasi kepadaku. Semoga Allah SWT memberi keberkahan 

dan keselamatan di dunia maupun akhirat. 

3. Sahabat-sahabat The Al-Falah Institute Yogyakarta, yang senantiasa turus 

memompa semangatku untuk berusaha melakukan yang lebih baik dalam hal 

apapun. Terima kasih juga atas semua waktu diskusinya, yang aku sadari 

betul telah banyak mempengaruhi pola pikirku selama ini. 

4. Buat PP Al-Falah Silo Jember, yang telah mendidikku ilmu agama dengan 

sangat baik. Di tempat itu, sejuta kenangan tak akan pernah kulupakan 

sampai kapanpun.  

5. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. 

6. Buat seseorang yang senantiasa mengisi kekosongan hatiku. Sengaja aku 

tak sebut namanya, bukan berarti ia tidak berarti bagiku, justru ia sangat 

berarti bagiku. Berkat dukungan dan do’anya aku bisa  melewati segala 

bentuk ujian, khususnya dalam penyusunan skripsi ini. 

 

 



 viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
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A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك

Alîf 
Bâ’ 
Tâ’ 
Sâ’ 
Jîm 
Hâ’ 
Khâ’ 
Dâl 
Zâl 
Râ’ 
zai 
sin 
syin 
sâd 
dâd 
tâ’ 
zâ’ 
‘ain 
gain 
fâ’ 
qâf 
kâf 

tidak dilambangkan 
b 
t 
ś 
j 
h 
kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
s  
d 
t 
z  
‘ 
g 
f 
q 
k 

tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
ge 
ef 
qi 
ka 
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 ل
 م
 ن
 و
 هـ
 ء
 ي

lâm 
mîm 
nûn 

wâwû 
hâ’ 

hamzah 
yâ’ 

l 
m 
n 
w 
h 
’ 
Y 

`el 
`em 
`en 
w 
ha 

apostrof 
ye 

 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

  متعّد دة
 عدّة

ditulis

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 
 
 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis  “h” 

 حكمة
 علة

ditulis 

ditulis 

H ikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan “h” 

 ’ditulis Karâmah al-auliyâ آرامة الأولياء
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau “h” 
 

 ditulis Zakâh al-fiţri زآاة الفطر

 
 
 

D. Vokal Pendek  
 

___َ 
 فعل
___ِ 
 ذآر
___ُ 
يذهب

fathah 
 
 

kasrah 
 
 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 
 
 

E. Vokal Panjang 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Fathah + alif 
 جاهلية
fathah + ya’ mati 
 تنسى
kasrah + ya’ mati 
 آـريم
dammah + wawu mati 
 فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

â 
jâhiliyyah 

â 
tansâ 

î 
karîm 

û 
furûd} 

 
 
 
F. Vokal Rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم
fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم
 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

 
H. Kata Sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن
 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السمآء
 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ’ 

Asy-Syams 

 

 
I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
 

Ditulis menurut penyusunannya. 
 

 ذوي الفروض
 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd{ 

Ahl as-Sunnah 

 
 

 

 



 xii

KATA PENGANTAR 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

أشهد أن لااله . الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله الحمد
اللهم صل وسلم على سيد نا . مدا عبده ورسولهوأشهد أن مح. الااالله وحده لاشريك له

  .محمد وعلى  أله وصحبه أجمعين
 بعد  أما 

 
Segala puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun bisa 

tegar dalam menghadapi getirnya hidup sekaligus mampu menyelesaikan cita-cita 

akademis, yakni menyelesaikan pragram strata satu di Jurusan Muamalat Fakultas 

Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW, yang berkat jasa dan ketabahannya telah 

membawa ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang 

benderang, dengan dipenuhi cahaya keimanan dan segudang kelimuan. 

Pada kesempatan ini, di tengah segala kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini izinkan penyusun untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan banyak sekali bantuan kepada penyusun baik 

berupa motivasi atau dalam bentuk apapun, karena berkat dukungan dari banyak 

pihak itulah penyusunan skripsi ini bisa selesai. Karena itu, sekali lagi penyusun 

mengucapkan banyak terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 



 xiii

beserta para staf-staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam 

penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas. 

2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., 

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) 

yang terus mengarahkan dan memberi motivasi kepada penyusun selama 

berkuliah di Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

4. Bapak Dr. Misnen Ardiansyah., S.E, M. Si dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., 

M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan saran 

dan kritik kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag dan Ibu Lindra Darnela, SH.,M.Hum, 

selaku penguji (dalam munaqasyah), yang telah memberikan saran dan kritik 

demi terselesainya skripsi ini. 

6. Teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2006 khususnya, dan seluruh 

teman-teman muamalat dari semua angkatan pada umumnya, yang tak bisa 

penulis sebutkan namanya satu per satu. 

7. Teman-teman BEM-J, Organisasi ”KOMMA”.  

8. Temen-temen panti jomblo: Kholis, Acep, Syarif, Islah, Andre, Ucup, Lutfi 

M, Bayu, Taufiq, Haryono, Ukin, Dery, terima kasih banyak atas semua waktu 

dan guyonannya. 



 xiv

9. Sahabat-sahabat The Al-Falah Institute Yogyakarta: Budi, Ipung, Basir, 

Kusairi, Syauqi, Arif, Sodiq, Wasil, Very, terima kasih atas diskusi-diskusi 

hangatnya. 

Yogyakarta, 6  Safar      1432 H 
         9 Februari  2011 M  

Penyusun 
 
 
 
Ari Siswanto 
NIM. 06380062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xv

DAFTAR ISI 

 

 

JUDUL  ...........................................................................................................   

ABSTRAK  .....................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................................  iii 

PENGESAHAN  .............................................................................................  v 

MOTO  ............................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................  vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ..................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  xii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  xv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

B. Pokok Masalah  ........................................................................  8 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ............................................  8 

D. Telaah Pustaka  ........................................................................  9 

E. Kerangka Teoretik  ...................................................................  15 

F. Metode Penelitian  ...................................................................  19 

G. Sistematika Pembahasan  .........................................................  20 

 

BAB II  EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

A. Gambaran Umum Sistem Ekonomi dalam Islam .....................  22 

1. Sistem Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad SAW ......  22 

2. Sistem Ekonomi Pada Masa Khulafaurrasyidin ...............  30 

B. Prinsip Dasar Ekonomi Islam ..................................................  37 

 

BAB III SISTEM PASAR BEBAS DI INDONESIA DAN LAHIRNYA 

ACFTA 

A. Sejarah Pasar Bebas  ................................................................  48 



 xvi

B. Laissez-faire dan Penghapusan Peran Pemerintah  ..................  57 

C. Dukungan Organisasi-Organisasi Dunia Terhadap 

 Pasar Bebas  ...........................................................................  64 

1. IMF (International Monetery Fund)  ................................  65 

2. Bank Dunia (World Bank)  ..............................................  68 

3. GATT (General Agreement on Tariff in Services)  .........  70 

4. WTO (World Trade Organization)...................................  75 

D. Transisi Ekonomi Indonesia Menuju Lahirnya ACFTA  .........  79 

E. Langkah Pemerintah Indonesia Menghadapai ACFTA  ..........  90 

 

BAB IV  ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN 

 ACFTA DI INDONESIA 

A. Analisis Penerapan ACFTA di Indonesia 

 Perspektif Ekonomi Islam ......................................................  94 

B. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam  ................................  99 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  .............................................................................  105 

B. Saran-saran  ..............................................................................  106 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  107 

LAMPIRAN  ...................................................................................................   

CURRICULUM VITAE  ...............................................................................  

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lebih dua abad lalu Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban 

invisible hand dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith 

mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa 

kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah.1 Bagi Adam 

Smith peran pemerintah hanya sebatas mengembangkan infrastruktur dan 

menjalankan administrasi pemerintahan.  

Selain itu, Adam Smith meniscayakan kebebasan alami dalam 

ekonomi. Menurutnya kebebasan merupakan hak asasi manusia secara kodrati, 

karenanya tidak boleh dilanggar. Pemahaman inilah yang menjadi titik awal 

lahirnya paham ekonomi pasar bebas (free trade). 

Konsep pasar bebas baru dapat dikembangkan setelah terbitnya buku 

dari Adam Smith sendiri yang berjudul The Wealth of Nation, pada tahun 

1776. Ajaran Adam Smith selanjutnya dikembangkan oleh David Ricardo 

dengan teorinya berupa “Comparative Adventage”. 2 

                                                 
1 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar, edisi ke-III, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 394. 
 
2 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), hlm. 4. 
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Kecenderungan begitu kuat untuk melepaskan diri dari campur tangan 

pemerintah berpuncak pada abad 19 dengan munculnya zaman laissez-faire.3 

Doktrin ini, yang artinya “biarkan kami bebas”, pada intinya menghendaki 

campur tangan yang sekecil mungkin dari pihak pemerintah dalam urusan 

ekonomi, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi 

terpenting kepada mekanisme pasar.4 Pada titik ini mekanisme pasar benar-

benar menjadi tolok ukur bagi keberlangsungan kinerja pasar itu sendiri.  

Laissez-faire yang oleh Umar Capra disebut sebagai bentuk klasik dari 

kapitalisme telah mengalami modifikasi terus-menerus. Ia tetap menampilkan 

ciri kharismatiknya sebagai suatu model. Penampilannya ini bertambah kuat 

setelah kegagalan sosialisme.5 

Seiring berkembangnya zaman liberalisme yang merupakan modifikasi 

dari kapitalisme terus memantapkan diri dengan mengagendakan kebebasan 

pasar secara tak terbatas. Seperti dikatakan Milton Friedman, bahwa 

kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan 

apapun dari pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya 

                                                 
3 Kata Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis dan ia pada hakikatnya berarti “biarlah 

mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka”. Maka pada hakikatnya 
dalam sistem Laissez-faire anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya 
untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Filsafat atau ideologi yang 
menjadi landasan kepada sistem ekonomi seperti ini adalah keyakinan bahwa apabila setiap unit 
pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan 
memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan 
memperoleh keuntungan juga. Lihat Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar, edisi III, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 64. 

 
4 Paul A. Samuelson & Wiiliam D. Nordhaus, Makro Ekonomi, edisi XIV, alih bahasa 

Drs. Haris Munandar, dkk, Yati Sumiharti (ed), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 42. 
 
5 M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, 

alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rizki Amar, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 
1999), hlm. 19. 
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diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada 

mekanisme pasar.6 

Muncul sebagai wajah baru dari liberalisme adalah neoliberalisme. 

Paham ini mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi campur 

tangan pemerintah dalam ekonomi domistik. Paham ini memfokuskan pada 

metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan 

hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat 

kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, 

menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi pemerintah.7 

Kemudian, prinsip perdagangan bebas (free trade) atau dalam lingkup 

yang lebih luas dalam bentuk ekonomi pasar (free fight liberalism) sangat 

didukung oleh organisasi-organisasi dunia yang head quarter-nya umumnya 

berada di Washington, seperti Internasional Monetary Fund (IMF) dan World 

Bank.8 Akibat dukungan IMF dan Bank Dunia itulah arus perdagangan bebas 

menjalar hampir ke seluruh belahan dunia. Akibatnya terjadi blok-blok 

perdagangan yang cukup signifikan seperti, AFTA (ASEAN Free Trade Area), 

NAFTA (North America Free Trade Agreement), APEC (Asia Pasifik 

Economic Cooperation), dan Komunitas Eropa (EFTA). 

                                                 
6 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, dikutib dari skripsi Mustakim, “Peran 

Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 3. 

 
7 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 20. 
 
8 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasiona: (Aspek Hukum dari WTO), hlm. 5. 
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Khusus di kawasan ASEAN pada tanggal 27-28 Januari 1992 di 

Singapura, telah ditandatangani Agreement on Commeon Effective Prefential 

Tariff (CEPT) Cheme for The ASEAN Free Trade Area (skema CEPT untuk 

AFTA oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Produk-produk yang dimasukkan 

ke dalam CEPT didasarkan pada pendekatan sektoral tingkat enam digit 

Harmonized sistem (HS) serta dibebaskan dari pembatasan kuantitatif dan 

larangan penggunaan valuta asing.9 

Setelah kesepakatan AFTA dibentuklah ACFTA sebagai perjanjian 

turunan dari ratifikasinya melalui Keppres No 48 Tahun 2004 tentang 

Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-

Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat 

China. Bukan hanya itu lahirnya ACFTA juga bisa dibilang sebagai respon 

negara-negara ASEAN terhadap persoalan ekonomi yang semakin kompleks. 

Kebutuhan untuk melebarkan sayap perdagangan telah mendorong negara-

negara ASEAN untuk membuka kran perdaganganya dengan China. Namun, 

pertanyaannya kemudian, apakah keputusan untuk membuka kran 

perdagangan dengan China merupakan keputusan yang baik dan cerdas?  

Di Indonesia, disepakatinya perjanjian perdagangan bebas dengan 

China (ACFTA) tentu akan memperburuk perekonomian Indonesia. Sebab, 

sepintas menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antarnegara 

yang dilakukan Indonesia dengan China yang tanpa hambatan, berpeluang 

memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi 

                                                 
9 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya, hlm. 202. 
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komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut memang benar. 

Namun, persoalan yang jauh lebih urgen telah menunggu: lihat saja produsen 

dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang 

dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif 

kurang kompetitif akan mengalami kerugian bahkan terancam gulung tikar. 

Inilah yang menjadi persoalan bagi perekonomian Indonesia. 

Bagaimana Islam mencermati? Dalam Islam, kebebasan ekonomi 

bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, melainkan adalah 

kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh 

Allah.10 Seperti digambarkan dalam al-Qur’an : 

(#θ9$% =‹è±≈ƒ ?θ=¹& ‚Δ'? β& 8IΡ $Β ‰7èƒ $Ρτ$/#™ ρ& β& ≅èΡ ’û 

 $Ψ9θΒ& $Β Ρ) #σ±Σ  MΡ{ ΟŠ=⇔9# ‰Š©9# 11  
 

Dalam hadis juga juga dijelaskan: 

 : وسلم عليه االله صلي االله رسول قال هزم بن حكم عن نامثا بن محمد عن
  12 تراض عن البيع انما

  
Berangkat dari ayat al-Qur’an dan hadits di atas, ada dua hal penting 

Islam menetapkan kebabasan dalam ekonomi, yaitu: pertama keimanan 
                                                 

10 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, alih bahasa 
Didin Hafifudin dkk, cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 381-382. 

 
11 Huud (11) : 87. 
 
12 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, al-Jami’ as-Sahih, “Kitab al-Buyu’”, 

Bab as-Sidq fi al-Bai’ wa al-Bayan, edisi revisi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) V : 10 hadis dari 
Muhammad bin Massana, Yahya bin Sai’d, Syu’bah, Amr bin ‘Ali, ‘Abd ar-Rahman bin Mahdi, 
Qatadah, Abu al-Khalil, ‘Abd Allah bin al-Haris, Hakim bin Hizam, dikutib dari skripsi Nurjannah 
Triastuti Rahajeng, “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO Menurut Perspektif Hukum 
Islam”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Kedua, adalah keyakinan kepada 

manusia.13 Karenanya, Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut 

pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada 

individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut 

pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan 

menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.14 

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah bagaimana tujuan dari syariat 

Islam itu sendiri (Maqās}id asy-Syari’āh), yaitu mencapai kebahagiaan di 

dunia dan akhirat (falāh) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan 

terhormat (hayyah t}ayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh 

setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru 

melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.15  

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil 

dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya 

kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.16 

Digambarkan dalam al-Qur’an : 

                                                 
13 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, hlm. 350. 
 
14 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I 

(Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.10. 
 
15 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54. 

 
16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 11. 
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’1….. ω βθ3ƒ '!ρŠ ⎦⎫/ ™$ŠΨî{# Ν3ΖΒ …..17   

Di sinilah peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan demi stabilitas 

ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam 

mewujudkan pasar Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya 

bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan besar dan 

penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permainan 

pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain.18 

Dengan demikian Islam tidak menolak mekanisme pasar. Islam justru 

membuka diri demi terciptanya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan 

dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, pasar merupakan 

bagian dari “keteraturan alami”.19 

Berangkat dari pemahaman di atas, Islam memandang bahwa sistem 

pasar dan persaingan bebas yang dipraktikkan oleh Indonesia dengan China 

(ACFTA) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena fitrah manusia 

sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber 

daya ekonomi. Dengan catatan pemerintah tetap perlu memberikan 

intervensinya demi tercapainnya keadilan sosial, sebagaimana amanat UUD 

1945. Namun, pasar bebas cenderung menimbulkan setiap orang untuk 

mementingkan diri sendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya 

                                                 
17 Al-Hasyr (59) : 7. 
 
18 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, hlm. 460. 
 
19 Ibid., hlm. 110. 
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penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan mengakibatkan 

tingkat depedensi negara atau pihak yang lemah semakin besar dan cenderung 

didekte dan dipaksa untuk mematuhi keinginan negara atau pihak yang kuat 

dengan kompensasi yang cenderung memberatkan.20  

Berdasarkan argumen di atas bagaimana sebenarnya penerapan 

ACFTA di Indonesia jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam?  

 

B. Pokok Masalah 

Pokok masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah: 

Bagaimana penerapan ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan 

ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kontemporer dibidang ekonomi, khusunya bagi mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dan umumnya bagi seluruh akademisi dalam 

                                                 
20 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya, hlm. 65. 
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memperdalam wawasan tentang penerapan ACFTA di Indonesia 

perspektif ekonomi Islam. 

b. Kegunaan Praksis 

Sedangkan kegunaan praksis dari penelitian ini adalah agar bisa 

menjadi sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan ekonomi, 

khusunya bagi pemerintah Indonesia yang kini telah menerapkan 

perdagangan bebas (ACFTA). 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam beberapa referensi banyak penjelasan yang secara langsung 

maupun tidak mencoba menelaah apa, bagaimana, dan untuk apa pasar bebas 

– yang di Indonesia tertuang dalam ACFTA – itu  diterapkan.  

Johan Norberg dalam bukunya Membela Kapitalisme Global, 

beranggapan bahwa perdagangan bebas pada prinsipnya adalah sesuatu yang 

baik karena menghadirkan kebebasan bagi orang untuk membeli apa yang 

diinginkannya dari siapapun yang disukainya, tetapi juga untuk menjual 

sesuatu kepada siapapun yang bersedia membelinya. Bahkan keterbukaan 

ekonomi juga mengarah kepada upaya terus-menerus untuk memperbaiki 

produksi, sebab persaingan dengan pihak asing memaksa perusahaan untuk 

menjadi sebaik dan semurah mungkin, dan ini menyebabkan konsumen bebas 

memilih barang dan jasa dan penjual dengan penawaran terbaik.21 Dalam buku 

                                                 
21 Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, alih bahasa Arpani dan Sukasah Sardan, 

(Jakarta: Friendric-Naumann-Stiftung fur die Freheit, Indonesia, 2008), hlm. 135. 
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ini, Johan Norberg melihat dampak positif pasar bebas jauh lebih besar dari 

pada dampak negatifnya. 

Perjalanan pasar bebas sendiri berangkat dari konsekuensi logis dalam 

pemenuhan kebutuhan dimensi material yang ada di dalam tiap-tiap diri 

individu, khususnya kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang, 

pangan dan papan. Ini yang kemudian menjadi pokok kajian Apridar dalam 

bukunya Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan 

dalam Aplikasinya. Buku ini begitu halus menggambarkan perjalanan sejarah 

ekonomi umat manusia, mulai dari teori klasiknya Adam Smith, yakni 

Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage/ Absolute Cost), teori Biaya Relatif 

(Comparative Cost) David Ricardo, dan masih banyak yang lainnya.22 

Bibek Derboy dalam bukunya Buku Panduan Tranformasi ke 

Perekonomian Pasar, melihat bahwa setiap sistem perekonomian memiliki 

mekanisme untuk membuat keputusan-keputusan produksi, konsumsi dan 

distribusi, baik terhadap komoditas barang maupun jasa. Perekonomian pasar 

menurutnya sering diungkapkan dengan “laissez-faire”. Namun, “laissez-

faire” adalah ekspresi yang kurang lengkap; istilah lengkapnya adalah laissez-

faire, laissez-aller, laissez-passer. Jika diterjemahkan secara longgar, artinya 

kurang lebih: silahkan lakukan, silahkan pergi, silahkan lewat. Ijinkan 

masyarakat melakukan apa yang mereka inginkan. Ijinkan orang-orang (dan 

                                                 
22 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya, hlm. 88-110. 
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barang-barang) pergi kemanapun mereka mau. Biarkan semua melintasi secara 

bebas (melintasi perbatasan atau ke segenap penjuru negara).23 

Terkait dengan pasar bebas dalam ekonomi Islam, Monzer Kahf dalam 

bukunya Ekonomi Islam mengatakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang 

bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama 

daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Sedangkan keterlibatan 

pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem 

ekonomi menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama 

dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap stabil. Ia 

dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai 

konsumen.24 

Begitu pula Yusuf Qardhawi, dalam bukunnya Peran Nilai dan Moral 

Perekonomian Islam, bahwasanya Islam sama sekali tidak melupakan unsur 

materi, pentingnya materi bagi kemakmuran dunia kemajuan ummat manusia, 

realisasi kehidupan yang baik baginya, dan membantu melaksanakan 

kewajibannya. Bagi Yusuf Qardhawi manusia diciptakan bukan untuk 

keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomilah yang diciptakan untuk 

kepentingan manusia.25 Ia mengakui kebebasan pasar. Pasar harus tetap 

berjalan secara normal, maka tidak boleh ada monopoli di dalamnya, tidak 

boleh ada permainan harga, dan tidak boleh ada dominasi kaum kuat terhadap 

                                                 
23 Bibek Derboy, Buku Panduan Transformasi ke Perekonomian Pasar, (Jakarta: 

Friendric-Naumann-Stiftung fur die Freheit, Indonesia, 2008), hlm. 2. 
 
24 Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik tehadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, 

alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 57-59. 
 
25 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, hlm. 114. 



 12

kaum lemah. Jika sebagian barang mengalami kenaikan karena langkanya 

barang tersebut atau karena banyaknya jumlah konsumen, sesuai apa yang 

dinamakan para ahli ekonomi dengan prinsip “penawaran dan permintaan”, 

maka di sinilah pasar diserahkan kepada keadilan yang alami dan penguasa 

tidak boleh melakukan campur tangan dengan memaksa masyarakat untuk 

membeli dengan harga yang mereka tidak setujui. Juga tidak boleh terjadi 

pelanggaran atau penyimpangan apapun dari mereka atau dari pihak lain yang 

mengharuskan pemaksaan harga tersebut.26 

Doktrin ekonomi Islam yang juga sering disamakan dengan doktrin 

walfare-state.27 Kajian ini diulas secara sederhana dalam bukunya Syed 

Nawab Haider Naqvi yang berjudul Menggagas Ekonomi Islam. Dalam buku 

ini dijelaskan bahwa perbedaan doktrin ekonomi Islam dan doktrin walfare-

state tersebut sangat fundamental tidak hanya dalam prinsip prilaku 

“rasional”, melainkan mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi yakni, 

konsumsi, produksi, serta distribusi. Maka, jika ada pilihan, negara Islam tidak 

akan mengurangi pengeluaran sosial tetapi meningkatkan jenis-jenis 

pengeluaran yang lain. Dengan kata lain posisi keseimbangan akan ditandai 

dengan tadah “konsumsi” tertentu, dengan mengeluarkan komoditi-komoditi 

yang dilarang dikonsumsi dalam Islam, sementara memasukkan lebih banyak 

                                                 
26 Ibid., hlm. 315-316. 
 
27 Doktrin walfare-state berusaha memperjuangkan jalan tengah antara kapitalisme dan 

sosialisme.  
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barang-barang yang dikonsumsi orang miskin, yakni barang-barang kebutuhan 

pokok.28 

Selain beberapa buku yang penyusun jelaskan di atas, ada beberapa 

referensi lain, yakni skripsi, yang menurut penyusun terkait dengan apa yang 

penyusun akan kaji, di antaranya: skripsi Mustakim yang berjudul “Peran 

Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, mencoba melihat 

sejauh mana campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi pasar 

bebas. Dalam skripsi ini Mustakim membedakan antara peran pemerintah 

dalam pasar bebas neoliberal dengan peran pemerintah menurut Islam. 

Menurut Islam pemerintah tidak hanya sekedar untuk menjaga keamanan, tapi 

pemerintah adalah lembaga yang harus melaksanakan amar ma’ruf nahi 

mungkar, merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan 

kehidupan masyarakat yang seimbang. Untuk melaksanakan 

tanggungjawabnya itu pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk 

untuk membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan tujuan syariat Islam 

tercapai.29 

Dalam skripsi yang lain, “Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith 

Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Islam” yang ditulis oleh Dudung Abdullah, 

mencoba mengurai relevansi prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith dengan 

prinsip-prinsip dalam Islam. Menurut Dudung Abdullah, prinsip pasar bebas 

Adam Smith adalah kebebasan alami yang didasarkan pada pemahamannya 

                                                 
28 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, alih bahasa M. Saiful 

Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2003), hlm. 117. 
 
29 Mustakim, “Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi 

sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).  
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tentang hak asasi manusia secara alami (kodrati), yang kemudian dianggap 

hak-hak suci yang harus disucikan. Berbeda dengan prinsip Islam, sekalipun 

Islam juga mengakui adanya kebebasan alami, akan tetapi kebebasan itu 

adalah kebebasan yang terkendali dan terikat dengan keadilan yang 

diwajibkan Allah SWT.30 

Kemudian, skripsi Titik Minahatul Maknunah yang berjudul “Prinsip-

Prinsip Muamalat dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas pemikiran Ibnu 

Khaldun dalam Muqaddimah)”. Dalam skripsi ini Titik mencoba memberikan 

penilaian atas buah karya pemikiran sang maestro Ibnu Khaldun sebagai 

“bapak ekonomi”, terutama terkait dengan pemikirannya dalam mekanisme 

pasar. Dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip muamalat, Titik 

kemudian mengaitkan persoalan mekanisme pasar ala Ibnu Khaldun dengan 

perekonomian Indonesia yang juga menganut mekanisme pasar.31 

Tak hanya itu, skripsi berjudul “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam 

WTO Menurut Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Nurjannah Triastuti 

Rahajeng, sejatinya mencoba mengulas perdagangan antarnegara, dengan 

melihat WTO sebagai sutradaranya. Yang dari situ kemudian ditarik pada 

wilayah hukum Islam.32 

                                                 
30 Dudung Abdullah, “Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-

Prinsip Islam”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2001). 

 
31 Titik Minahatul Maknumah, “Prinsip-prinsip Muamalah dalam Mekanisme Pasar 

(Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
32 Nurjannah Triastuti Rahajeng, “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO Menurut 

Perspektif Hukum Islam”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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Selain dari beberapa buku dan skripsi yang telah penyusun kumpulkan 

sebagai perbandingan, ada beberapa tulisan dalam jurnal yang bisa dibilang 

terkait dengan apa yang ingin penyusun terliti, di antaranya: tulisan Abdul 

Mujib, yang berjudul “Negara dan Aktifitas Ekonomi dalam Islam”. Dalam 

tulisan itu jelas disyaratkan betapa negara begitu sangat penting untuk 

mengatur pasar jika negara memang membutuhkan intervensi dari 

pemerintah.33 

Selanjutnya, tulisan Ruslan Abdul Ghofur dengan judul “Rethinking 

Sistem Ekonomi Indonesia (Integrasi Sistem Ekonomi Islam dan Sistem 

Ekonomi Indonesia)”. Dalam tulisan ini Ruslan Abdul Ghofur mencoba 

mengintegrasikan sistem ekonomi Islam dengan jiwa ekonomi Indonesia, 

karena menurutnya ekonomi Islam sejatinya telah tercermin dalam platform 

ekonomi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan dan keadilan.34 

Berangkat dari penelusuran terhadap beberapa referensi yang di 

antaranya telah disebutkan di atas, kiranya penyusun menyadari bahwa belum 

ada penelitian yang terkait langsung dengan apa yang penyusun teliti, yakni 

penerapan ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Beberapa buku 

yang telah disebutkan hanya berisi gambaran umum pasar bebas dan 

gambaran umum ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun 

coba lakukan terkait langsung dengan pasar bebas dan kesiapan pemerintah 

Indonesia menghadapi pasar bebas itu sendiri.  

                                                 
33 Abdul Mujib, M.Ag. “Negara dan Aktifitas Ekonomi dalam Islam”, Ekbisi, Vol. 1, No. 

1, Desember 2006, hlm. 48. 
 
34 Ruslan Abdul Ghofur. “Rethinking sistem Ekonomi Indonesia (Integrasi Sistem 

Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Indonesia)”, Ekbisi, Vol. 2. No. 2, Juni 2008, hlm. 49. 
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E. Kerangka Teoretik 

Adam Smith, tokoh yang sering disebut sebagai orang pertama yang 

mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai sutu cabang tersendiri 

dalam ilmu pengetahuan melalui karya besarnya Wealth of Nations. Sebagai 

suatu aliran ekonomi klasik Adam Smith menekankan adanya “invisible 

hand” dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran 

pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan menggangu mekanisme pasar 

itu sendiri. 

Dalam perkembangannya, teori Adam Simth terus mengalami 

modifikasi. Proses modifikasi ini melahirkan paham ekonomi baru yakni 

liberalisme yang kemudian muncul sebagai wajah baru adalah neoliberalisme. 

Menurut Apridar, neoliberalisme secara umum berkitan dengan tekanan 

politik multirateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti 

WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang 

pemerintahan sampai titik minimum.35 

Pada bagian yang lain globalisasi ekonomi yang merupakan proses 

kegiatan ekonomi dan perdagangan juga ikut menumbuhsuburkan 

perdagangan bebas. Itu sebabnya, negara-negara di seluruh dunia menjadi satu 

kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas 

teritorial yang kemudian mengakibatkan arus perdagangan bebas mau tidak 

mau harus diterima sebagai konsekuensi logis dari hubungan multirateral 

antarnegara.  

                                                 
35 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam 

Aplikasinya, hlm. 20. 
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Bagi negara-negara maju, pemberlakuan sistem perdagangan bebas 

barangkali tidak perlu dirisaukan. Namun, bagi negara-negara berkembang 

seperti Indonesia penerapan ACFTA tentu akan menimbulkan banyak 

persoalan. Sebagai gambaran lihat masalah APBN, liberalisasi perdagangan 

yang menyebabkan tersingkirnya berbagai produk lokal, serta tergusurnya 

bisnis dalam negeri.36 

Bagaimana Islam kemudian memandang persoalan ekonomi Indonesia 

yang kini berada pada babak baru menuju ACFTA? dalam ekonomi Islam 

memang menghendaki adanya kebebasan pasar. Namun, kebebasan yang 

dimaksud bukan berarti bebas tanpa aturan; adanya regulasi yang jelas 

menjadi syarat utama berjalannya mekanisme pasar tersebut. Karena itu, setiap 

individu dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan mentasarufkan 

hartanya. Termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi.37 Sebagaimana 

firman Allah: 

$γƒ'ƒ ⎥⎪%!# #θΨΒ#™ ω #θ=2'? Ν ä3 s9θΒ& Μ6Ψ/ ≅Ü69$/ ω) β& χθ3 s? 

οgB ⎯ã Ú#?  ωρ Ν3ΖΒ Ν3¡Ρ& #θ=F)? β) !# β%. Ν3/ $ϑŠm‘ 38  

                                                 
36 Untuk Indonesia, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial, seperti pelayanan kesehatan dan 

pendidikan tidak mungkin dicapai apabila Indonesia tetap menerapkan kebijakan fiskal ketat yang 
menyebabkan APBN tidak bisa menjadi stimulus pembangunan. APBN yang selalu ditekan agar 
tidak difisit, dan lebih seperlimanya digunakan untuk membayar utang, menyisakan sangat sedikit 
ruang untuk belanja sosial. Berbagai studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti United 
Nations Development Program (UNDP) dan United Nation’s Support for Indonesian Recovery 
(UNSFIR) menganjurkan bahwa Indonesia perlu mengubah kebijaan fiskal, dan tidak perlu 
menekan difisit APBN terhadap GDP sampai kurang dari 1% bahkan 0%. Lihat Binny Buchori 
dalam kata pengantar buku Benny Susetyo, Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam dalam 
Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi, (Malang: Avveroes Press, 2006), hlm. xiii. 

 
37 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 8. 
 
38 An-Nissa (4) : 29. 
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Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas 

dari semua ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum Syu’aib. 

Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan “keadilan” yang 

diwajibkan Allah.39 Sebagaimana firman Allah: 

#θ9$% =‹è±ƒ ?θ=¹& ‚Δ'? β& 8IΡ $Β ‰7èƒ $Ρτ$/#™ ρ& β& ≅èΡ ’û  
$Ψ9θΒ& $Β #σ±Σ  MΡ{Ρ) ΟŠ=⇔9# ‰Š©9# 40  

 

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Dalam pandangan 

Islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu: pertama, 

derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-

kewajiban kolektif (Fard al-Khifayah). Ketiga, adanya kegagalan pasar dalam 

merealisasikan falāh. Karenanya, peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan, 

sebab pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-

tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-‘adl wal 

ihsān) serta tata kehidupan yang baik (hayyah t}ayyibah) bagi seluruh umat. 

Jadi, pemerintah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan 

falāh.41  

Bukan hanya itu, sistem ekonomi Islam berakar kuat pada empat 

hipotesis. Pertama, kegiatan ekonomi berhubungan erat lewat kesatuan 

dengan lingkungan etika manusia. Kedua, berdasarkan kualitas dasar 
                                                 

39 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, hlm. 381-382. 
 
40 Huud (11): 87. 
 
41 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, hlm. 446. 
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keseimbangan yang adil di antara dasar-dasar produksi, konsumsi, dan saluran 

distribusi. Ketiga, kehendak bebas yang dijabarkan ke dalam bidang ekonomi 

membutuhkan perpaduan yang sesuai antara kebebasan ekonomi individu dan 

pengendalian oleh negara, agar mencerminkan konsep khas Islam mengenai 

kebebasan manusia. Keempat, aksioma pertanggungjawaban menuntut 

kebijaksanaan distribusi dan pengalihan sumber-sumber penghasilan di antara 

berbagai kelompok dan golongan masyarakat.42 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu 

difokuskan kepada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan 

pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Lebih spesifik 

lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu penerapan sistem 

pasar bebas, khususnya di Indonesia (ACFTA). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia setelah diberlakukannya 

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), yang kemudian dianalisa 

melalui pendekatan hukum Islam. 

                                                 
42 Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonom: Suatu Sintesis Islami, hlm. 96. 



 20

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

mengumpulkan keseluruhan data terkait dengan ACFTA, kebijakan 

penerapan pasar bebas di Indonesia, dan bagaimana ekonomi Islam 

mencermati pasar bebas tersebut. 

4. Pendekatan 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, 

yaitu mencoba melihat persoalan penerapan ACFTA di Indonesia dengan 

menggunakan pijakan normatif menurut hukum Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Uraian dalam penyusunan skripsi ini disistematisasi dalam beberapa 

bab. Namun, content masing-masing bab tetap akurat serta saling terikat satu 

sama lain. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dan 

kemudian lahirlah pokok masalah yang menjadi objek kajian skripsi ini. 

Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, 

disusul dengan telaah pustaka sebagai antisipasi bahwasanya belum ada karya 

lain yang sejenis. Selanjutnya, kerangka teoretik yang merupakan landasan 

penyusunan skripsi ini. Agar memiliki analisa yang jelas dan objektif maka 

metode penelitian dan sistematika pembahasan menjadi alat yang pas guna 

dijadikan ruang lingkup semuan bahasan. 
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Bab kedua, mencoba menelaah sistem ekonomi Islam, dengan 

mengacu pada sistem ekonomi baik di masa Nabi Muhamamd SAW sampai 

Khulafaurrasyidin. Dalam bab ini pula dijelaskan bagaimana prinsip dasar 

ekonomi Islam. 

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai objek 

penelitian skripsi ini, maka pada bab ini diurai sedemikian rupa mengenai 

sistem pasar bebas. Sejarah pasar bebas, bagaimana dan untuk apa pasar bebas 

itu dilakukan, yang diikuti dengan bahasan laissez-faire dan penghapusan 

peran pemerintah, sebagai akibat dari penerapan pasar bebas tersebut. 

Kemudian, pada bab ini pula diutarakan keikutsertaan organisasi-organisasi 

dunia seperti Bank Dunia (World Bank), IMF, WTO, dan GATT sehingga 

pasar bebas yang sekarang ini dilakukan di seluruh penjuru dunia berjalan 

secara mulus. Kemudian, transisi ekonomi Indonesia menuju lahirnya ACFTA 

menjadi bahasan utama dalam bab ini, berikut bagaimana langkah pemerintah 

terhadap penerapan ACFTA 

Bab keempat, berisi analisis ekonomi Islam terhadap penerapan 

ACFTA di Indonesia. Yang kemudian dilengkapi dengan analisis peran 

pemerintah dalam ekonomi perspektif ekonomi Islam. 

Bab kelima, merupakan bab penutup dari serangkaian bab yang telah 

disinggung sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang 

menjadi pamungkas dari seluruh isi skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sebagaimana diurai pada bab-bab terdahulu bahwa sekarang ini dunia 

berada pada genggaman globalisasi, yang menghilangkan sekat-sekat 

masing-masing negara. Perdagangan bebas yang tanpa hambatan pun saat 

ini semakin merajalela, entah apakah hal itu akan berdampak positif atau 

negatif. Dan sejatinya, Indonesia dalam hal ini belum siap untuk masuk 

dalam ACFTA. Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup berkelit 

dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang 

intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. Kini nasi sudah 

menjadi bubur. Indonesia mau tidak mau harus masuk dalam kubangan 

arus perdagangan bebas (ACFTA). Dan itu berarti Indonesia harus benar-

benar siap menerima segala resiko yang mungkin terjadi.  

2. Hilangnya peran pemerintah dalam perdagangan bebas (ACFTA) tentu 

sangat bertentangan dengan Islam. Bagi Islam sendiri memang 

menghendaki kebebasan pasar, namun bukan berarti kebebasannya mutlak 

tanpa ikatan. Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan 

“keadilan” yang diwajibkan Allah. Sebagaimana tercermin dalam firman 

Allah SWT Surat Hud (11): 87. 
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B. Saran  

1. Berangkat dari analisis tentang penerapan sistem pasar bebas di Indonesia 

dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kiranya ada beberapa hal penting 

yang penyusun anggap bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah 

sebagai pemangku kebijakan ekonomi. Bahwasanya, segala macam bentuk 

ekonomi sejatinya selalu berupaya untuk bagaimana menyejahterakan 

ummat manusia. Bahkan terminologi ekonomi positif (positive economic) 

dan ekonomi normatif (normative economic) tetap sebagai sesuatu yang 

paling urgen dalam sistem ekonomi. Sebab, dari situlah kemudian 

makanisme ekonomi akan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendaknya 

sendiri “kehendak alam” atau tetap berjalan pada koridor semangat 

kemanusiaan dan kesejahteraan tanpa harus menghilangkan moralitas di 

dalamnya.  

2. Perlu adanya mekanisme dari pemerintah yang berbentuk regulasi konkret 

untuk mengendalikan arus perdagangan bebas (ACFTA) itu, yang di masa 

Nabi Muhammad SAW disebut dengan Al-H}isbah/pengawas pasar. Hal itu 

perlu dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi agar tidak saling tumpah 

tindih satu sama lain, yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin 

makin miskin. 
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